BAB V
PEMBAHASAN
A. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan
Peraturan Daerah No 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan.
1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah
Pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan
tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah,
serta peran masyarakat dan dunia usaha! sehingga pengelolaan sampah
dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Pengaturan
mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung diatur dalam
Peraturan Daerah No 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan.
Perda ini sebagai payung hukum dalam pengelolaan sampah di
Tulungagung, karena kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk
membuang sampah pada tempatnya. Selain terkendala oleh kesadaran
sebagian masyarakat, pengelolaan sampah di Tulungagung juga terkendala
oleh volume sampah yang meluap karena tidak sebanding dengan luas lahan
TPA Segawe, juga armada truk pengangkut sampah yang tidak bisa
dimanfaatkan secara maksimal karena dalam kenyataanya tidak semua truk
yang siap operasional bisa ditingkatkan semaksimal mungkin, karena sudah
tua.?
Dalam Perda No 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan

Pasal 11 dijelaskan bahwa pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan

! Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
Persampahan.

2 http://www.batutimes.com/baca/14003/20190226/190400/dIh-tulungagung-kekurangan-
kendaraan-angkut-sampah/
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akhir dilakukan setiap hari. Sementara itu pengangkutan sampah dari tempat
sampah domestik, TPS, dan Transfer Station ke TPA menggunakan sarana
pengangkutan sampah seperti damn truck dan arm roll. Melihat banyaknya
sampah yang ada yaitu 100 ton perharinya, maka idealnya dibutuhkan 30
kendaraan angkut sampah. Namun pada kenyataannya sampai saat ini
pengangkutan sampah di Tulungagung terkendala oleh sarana dan prasarana
seperti terbatasnya jumlah kendaraan pengangkut yaitu arm roll dan truck.
Saat ini DLH hanya mempunyai 16 alat angkut sampah yang terdiri dari 11
arm roll dan 5 dump truck, itupun sebagian arm roll yang dimiliki sudah
berusia tua. Terakhir pengadaan kendaraan dilakukan pada tahun 2018 lalu
yaitu 4 arm roll dan 1 dump truck.

Dalam pengelolaan sampah kendaraan angkut menjadi hal yang
sangat penting demi menunjang kelancaran saat proses pengangkutan
sampah. Truk sampah yang tidak mencukupi jumlahnya, menyebabkan
sampah-sampah yang telah dipilah sekalipun akan bercampur kembali saat
pengangkutan. Oleh karena itu penambahan sarana dan prasarana seperti
kendaraan angkut sangat dibutuhkan.

2. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Sampah merupakan masalah bersama, sehingga dalam mengatasinya

butuh kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah, dunia usaha, dan

masyarakat.®> Masyarakat mempunyai peran dan kesempatan yang sama

3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
Persampahan.
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dalam pengelolaan sampah. Dalam perda peran masyarakat ini dapat

dilakukan dengan cara®:

a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan
dalam pengelolaan persampahan;

b. menumbuh kembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan
persampahan;

c. meningkatkan ketanggapdaruratan persampahan;

d. menyampaikan informasi, laporan, saran dan atau kritik berkaitan
dengan pengelolaan persampahan

Selain itu masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah

Daerah melalui dinas teknis jika mengetahui, menduga dan atau menderita

kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar. Pengaduan dapat

disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah, Camat, dan instansi teknis. Dalam

menyampaikan pengaduan disertai dengan informasi sekurang-kurangnya

mengenai:

1) identitas pelapor;

2) perkiraan sampah;

3) alat bukti;

4) lokasi terjadinya pembuangan sampah liar;

5) waktu diketahuinya pembuangan sampah liar.

Hak masyarakat dalam pengelolaan sampah ini meliputi:

1) Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, sehat;

2) Mendapatkan pelayanan pengelolaan persampahan;

* 1bid.,
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3) Membentuk kelompok pengelola sampah;

4) Mengelola sampah secara mandiri;

5) Turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan persampahan

Sementara itu kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu:

1) mengelola sampah berwawasan lingkungan;

2) mengelola sampah dengan cara pengurangan dan pemilahan sesuai sifat
dan jenis sampah;

3) menyediakan tempat sampah rumah tangga dan/ atau TPS sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

4) berperan serta dalam membiayai pengelolaan persampahan;

5) memberikan informasi secara akurat tentang pengelolaan sampah;

6) membayar retribusi pengelolaan persampahan.

Dalam pengelolaan sampah peran masyarakat sangat penting. Hal ini
dikarenakan masyarakat merupakan aktor utama penghasil sampah. Namun
sekarang yang terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk
membuang sampah pada tempatnya. Tidak hanya itu, bahkan sebagian
masyarakat masih terbiasa dengan kebiasaan membuang sampah di selokan
maupun sungai.

Meskipun dalam perda sudah terdapat peraturan tentang kewajiban
masyarakat dalam pengelolaan sampah, namun tetap saja ada masyarakat
yang tidak mengindahkannya dan tetap membuang sampah di sungai.
Mereka tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan jika sampah sampai

mencemari sungai. Tidak hanya bau busuk yang ditimbulkan, tapi juga air
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yang sudah terkontaminasi oleh sampah akan sangat berbahaya untuk
digunakan.
. Teknik Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah merupakan salah satu proses dari serangkaian
pengelolaan sampah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung No. 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
Persampahan, bahwa pemilahan sampah dilakukan dengan cara memisahkan
sampah organik dan anorganik sesuai dengan sifat dan jenisnya.

Pengelolaan sampah perlu dilakukan oleh seluruh lapisan
masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga. Gerakan 3R (reduce, reuse,
dan recycle) dan memilah sampah organik dan non-organik sendiri bukanlah
hal yang baru di Indonesia. Meskipun demikian ternyata masih banyak
masyarakat yang tidak mau melakukan hal tersebut. Mereka lebih suka
membuang sampah di selokan dan sungai atau membakarnya.

Proses pembuangan sampah dari tingkat rumah tangga hingga TPA,
pada umumnya meliputi proses pengumpulan sampah di TPA, dan proses
lanjutan dalam mengelola sampah yang telah terkumpul. Pada proses
pengumpulan sampah di tingkat rumah tangga dikumpulkan di tempat
penampungan sementara (TPS) melalui 2 cara. Pertama, masing-masing
rumah membuang sampah ke TPS yang tersedia di pinggir jalan. Kedua,
sampah dikumpulkan oleh petugas kebersihan secara langsung dari rumah
ke rumah dan dikumpulkan di stasiun pemindahan sebagai TPS.

Ada perbedaan pada kedua cara tersebut. Pada cara pertama sampah

terkumpul di TPS tanpa ada pemilahan sebelum diangkut. Sedangkan pada
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cara kedua petugas kebersihan akan memilah sampah dan kemudian
dipisahkan letaknya pada stasiun pemindahan. Sampah yang telah terkumpul
pada TPS kemudian akan diangkut oleh truk sampah DLH dan dibawa ke
TPA. Pada saat proses pembuangan sampah terdapat berbagai kendala
karena keterbatasan fasilitas, terutama saat pengangkutan. Truk sampah
yang tidak mencukupi jumlahnya akan menyebabkan sampah-sampah yang
telah dipilah sekalipun akan bercampur kembali saat pengangkutan.

Masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah memiliki perannya
masing-masing. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dan
mengembangkan Kkebijakan agar dapat mencapai tujuan dari pengelolaan
sampah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai
penyelenggaraan pengelolaan sampah, termasuk pengadaan angkutan
umum, TPA, dan biaya ganti rugi apabila muncul dampak negatif terhadap
lingkungan.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan
sampah supaya barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan. Pemerintah daerah memberikan jenis jasa
pelayanan sampabh terdiri dari:

a. pelayanan langsung dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan
sampah mulai dari tempat sampah domestik sampai ke TPA; dan

b. pelayanan tidak langsung, yang terdiri dari:

1) pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan

sampah dari penghasil sampah sampai ke TPS, dan Transfer Station.



66

2) pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah
TPS, dan Transfer Station sampai ke TPA.
Jenis pelayanan pengelolaan sampah ini dilaksanakan berdasarkan
kesepakatan pengguna jasa dengan penyedia jasa pelayanan persampahan.
Sebelum menjadi penyedia jasa pelayanan persampahan dari Pemerintah
Daerah harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang
ditunjuk yang berwenang di bidang persampahan. Permohonan tersebut
dilampiri:
a) data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung
operasional/ kegiatan pengelolaan sampabh;

b) data pelanggan yang dilayani;
c) frekuensi dan hari layanan selama seminggu;
d) pola dan teknis layanan;
e) denah lokasi pelayanan.
Izin pelayanan pengelolaan persampahan berlaku selama 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan izin pelayanan pengelolaan
persampahan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat
yang membidangi persampahan dengan mengisi formulir yang telah
disediakan. 1zin pelayanan pengelolaan persampahan ini tidak dapat
dipindahtangankan kecuali atas persetujuan Bupati.

Penyedia Jasa Pengelolaan Persampahan yang telah memiliki izin
dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis jika melakukan kegiatan yang
tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pelayanan

pengelolaan persampahan yang telah diperoleh, seperti tidak melaksanakan
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kewajiban dan melanggar larangan. Peringatan tertulis yang dikeluarkan
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk diberikan sebanyak-banyaknya 3
(tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua)
hari.

Izin pelayanan pengelolaan persampahan akan dibekukan apabila
pemilik izin pelayanan pengelolaan persampahan tidak mengindahkan
peringatan tertulis yang telah diberikan dan melakukan kegiatan yang
terindikasi menimbulkan dan atau pencemaran lingkungan. Selama kegiatan
penyediaan jasa pengelolaan sampah dibekukan maka pengelolaan
persampahan dan pemungutan retribusinya diambil alih oleh Pemerintah
Daerah. Jangka waktu pembekuan izin pelayanan pengelolaan persampahan
berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan
pembekuan izin. lIzin pelayanan pengelolaan persampahan yang telah
dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang
bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan
dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Perataturan
Daerah ini. Namun jika pemilik izin tidak melakukan perbaikan setelah
melampaui batas waktu pembekuan izin pelayanan pengelolaan
persampahan dicabut.

Sementara itu masyarakat juga memiliki kewajiban untuk
berpatisipasi dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, serta mengurangi
dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan termasuk
penerapan 3R dan pemilahan sampah. Koordinasi yang seharusnya ada

antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sampah tidak terlalu
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terlihat karena tidak terlaksananya perda secara keseluruhan. Fasilitas yang
kurang memadai ditambah kesadaran masyarakat yang kurang, menjadikan
proses pengelolaan sampah terhambat dan tidak mengalami perkembangan
yang signifikan.

. Pengelolaan Sampah di Tulungagung Berdasarkan Fiqih Siyasah

. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan dambaan bagi setiap
masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Masalah-masalah yang
mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari kurangnya kualitas
kebersihan lingkungan seperti adanya tumpukan sampah yang dibiarkan
begitu saja, sehingga menimbulkan bau dan penyakit.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat banyak ayat Al-qur’an dan
hadits yang membicarakan tentang kewajiban umat manusia untuk senantiasa
menjaga kebersihan lingkungan. Nilai-nilai yang ada dalam syariat Islam
inilah yang dapat ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan
dan kebijakan pemerintah setempat untuk mengatur tentang pengelolaan
sampah di Indonesia, demi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Lingkungan adalah suatu hal yang wajib dijaga kelestariannya.
Satu hal yang terpenting adalah kesadaran dari individu sendiri untuk terus
merawat menjaga dan mencegah agar tidak terjadi kerusakan lingkungan
maupun  pencemaran  lingkungan. Allah  dan  Rasulullah  juga
menyukai kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh
karena itu segala larangan dalam Al-qur’an terhadap segala macam bentuk

pencemaran lingkungan seperti membuang sampah sembarangan termasuk
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dalam pengertian nahi munkar. Allah SWT melarang perbuatan yang
menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan
kelestarian lingkungan. Rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang
berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya
dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Maka dari itu para ulama maupun para ahli agama seharusnya juga
lebih bisa memberikan kajian dan ilmunya akan pentingnya menjaga
kebersihan lingkungan kepada masyarakat luas. Kewajiban menjaga
lingkungan ini sudah dibicarakan sejak awal oleh Islam. Manusia sebagai
khalifah di bumi harus menjalankan amanatnya untuk menjaga kelestarian
lingkungan. Kerusakan yang terjadi oleh tangan manusia merupakan bentuk
kedurhakaannya terhadap pencipta alam semesta. Selama ini penghayatan
keagamaan umat Islam baru terfokus kepada pelaksanaan figih ibadah
mahdloh seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, sementara figih-figih lainnya
seperti figih politik, ekonomi atau lingkungan masih terabaikan.

Selama ini sebagian orang memandang sebelah mata upaya
pemeliharaan lingkungan. Padahal umat Islam (ulama) memiliki peranan
penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya
pelestarian lingkungan hidup. Pandangan Islam dalam masalah ini sangat
jelas, bahwasannya tingkah laku manusia yang menyimpang dari Sunnah
Allah merupakan penodaan terhadap perintah Allah untuk membangun bumi,
memperbaikinya, serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat

merusak. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-A’raf ayat 56:
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Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,
sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa
takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya
rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.
Berikut hadits yang dapat dijadikan hujjah dalam larangan pencemaran

lingkungan yaitu:
sl @ 515 B e s e e s o i J325 06 106 s sk e
delly gl 586

Artinya: Dari Mu’adz ibn Jabal Rasulullah SAW bersabda: “‘Takutlah
tigaperkara yang menimbulkan laknat, buang air besar di saluran air (sumber

air), ditengah jalan dan ditempat teduh®.”

Hadits tersebut merupakan landasan dari cara mencegah agar setiap
manusia tidak melakukan pencemaran atau melakukan kerusakan lingkungan
karena dapat berdampak negatif dan akan membawa mudharat bagi lainnya.
Kerusakan yang dimaksud berdasarkan ayat dan hadits di atas adalah

kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia berupa

5 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an 20 Baris Terjemah Dua Muka, (Bandung: CV Mikraj
Khazanah llmu, 2011), hal. 157

5Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy’ats AS-Sijistani, Sunan Abi Daud, (Beirut : Dar Al-
Kitab Al-,,Arabi, tt.), Juz 1 hal. 11
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maksiat dan kerusakan-kerusakan moral, seperti membuang limbah rumah
tangga di aliran air dan pembuangan sampah sembarangan.

Al-Qur’an menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di
bumi. Sebagaimana dalam Al-Qur’an surah Al-Bagarah ayat 30 yang

berbunyi:

e s VTage s g Jel g

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat,
“sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.
Oleh karena itu kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah menjaga
dan mengurus bumi (mengelola lingkungan hidup) dan segala yang ada di
dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalifahan
sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai
dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptaanya.

Namun sangat disayangkan, kesadaran masyarakat untuk tidak
membuang sampah di sungai sangatlah minim. Meskipun sudah diberi
peringatan baik tertulis maupun tidak tertulis, namun masih ada saja yang
tidak mengindahkannya dan tetap membuang sampah di sungai atau selokan.
Kebiasaan masyarakat seperti ini yang membuat keadaan lingkungan semakin
memburuk, karena membuat sungai menjadi tercemar, seperti air sungai
menjadi tidak jernih dan menimbulkan bau tidak sedap. Ditambah
pengangkatan sampah yang ada di sungai belum berjalan secara maksimal,

dikarenakan sarana dan prasana yang belum memadai.

7 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an 20 Baris Terjemah Dua Muka, (Bandung: CV Mikraj
Khazanah llmu, 2011), hal. 6
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Di samping itu tidak semua masyarakat mengetahui teknik pemilahan
sampah antara organik dan non-organik. Sampah organik dan non-organik
harus dipisah karena proses pengolahannya yang berbeda. Jika masyarakat
melakukan hal ini, maka sampah yang ada akan lebih bermanfaat. Kumpulan
sampah organik seperti daun gugur, sampah sisa pertanian, dan sampah dari
sayuran dapur bisa diolah sendiri olenh masyarakat untuk dijadikan pupuk
kompos. Sementara itu sampah non-organik seperti plastik, kaleng, karet dapat
didaur ulang menjadi barang baru yang bernilai ekonomis. Namun sayangnya
masyarakat lebih memilih membuang sampah begitu saja.

Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan kegiatan berupa
pembinaan-pembinaan dan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat, serta
sanksi-sanksi bagi yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan harus
dilaksanakan dengan lebih tegas, akurat, dan efisien. Supaya nantinya
masyarakat tidak lagi melakukan pencemaran lingkungan khususnya
membuang limbah, sampah, dan tidak merusak tata hidup lingkungan sekitar.
Sesungguhnya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam
pemeliharaan lingkungan. Setelah segala unsur yang berada dalam ruang
lingkupnya ditundukkan pada mereka, maka pada tahap selanjutnya mereka
dituntut untuk berinteraksi dengan baik sesuai hukum-hukum yang telah
digariskan Allah, melaksanakan serta memelihara pemberlakuan hukum-
hukum tersebut dalam aplikasi nyata.

Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah
Memelihara kebersihan adalah perintah agama yang harus

dilaksanakan, apabila membuang sampah sembarangan yang dapat
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mengakibatkan mudharat bagi lingkungan sekitar baik karena penyakit
maupun menimbulkan bau yang tidak nyaman, maka pihak berwenang yang
membuat kebijakan berhak memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran
lingkungan secara tegas.

Dalam ketatanegaraan Negara Islam terdapat Majlis Tanfidz (lembaga
eksekutif) yang bertugas sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan.
Sementara itu Majlis Tanfidz (lembaga eksekutif) merupakan lembaga negara
yang dibentuk untuk menjalankan pedoman-pedoman Tuhan yang
disampaikan melalui Al-Qur’an dan As-Sunnah. Majlis Tanfidz ini yang
bertugas menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat

kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi

kemaslahatan umat. Sebagaimana kaidah fighiyah L 3 ze @ PR
isdiadd L “tindakan imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus

mengikuti maslahat”.® Rasulullah saw juga menuturkan tanggung jawab

seorang pemimpin dalam sebuah hadits yang berbunyi:

shlern e gl 36 2 ges o 2ghs caksls U596 U5 w18

Artinya: “Penuhilah janji pertama lalu yang selanjutnya, dan berikanlah
mereka hak-hak mereka yang telah Allah berikan padanya karena
sesungguhnya Allah akan meminta mereka (pemimpin) atas apa yang

dipimpinnya®”’.

8 Jaih Mubarok, Kaidah Figh Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000),
him. 17

9 Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Juz. 11, hal. 1273, Muslim, Sahih Muslim Juz. 111, hal.
1471 dan Ahmad, Musnad Ahmad Juz. 11, hal. 297
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Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Bagarah ayat 134 yang berbunyi:

a e s we ofted Y5 s v K cxsuow el B o ol

Artinya: “Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang telah diusahakannya
dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta

pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan .

Negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan
perundang-undangan yang telah dirumuskan oleh pejabat yang berwenang.
Sementara masyarakat wajib tunduk terhadap peraturan perundang-undangan
yang telah dibuat dan dilaksanakan tersebut.

Dalam hal pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang
berperan sebagai Tanfidziyyah Syar’iyyah yaitu pelaksana dari Peraturan
Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No 19 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Persampahan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertanggung
jawab dalam implementasi perda tersebut. Oleh karena itu melalaui program
kerjanya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyelenggarakan kegiatan-
kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah demi mewujudkan tujuan
dibentuknya perda tersebut. Sedangkan kewajiban masyarakat adalah untuk
mentaati dan melaksanakan peraturan yang ada.

Hal ini bisa dilihat dari kegiatan DLH yang menyelenggarakan kerja
bakti bersama membersihkan Bantaran Kali Ngrowo di Kelurahan Kutoanyar
Kecamatan Tulungagung yang diikuti oleh ribuan peserta dari Instansi

Pemerintah Kabupaten Tulungagung, TNI, POLRI, komunitas, masyarakat

10 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an 20 Baris Terjemah Dua Muka, (Bandung: CV
Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), hal. 20
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dan dunia usaha. Selain itu salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah'! berkaitan dengan pengelolaan sampah ini adalah
dengan menyediakan sarana dan prasarana persampahan, seperti pelayanan
jasa persampahan. Sementara itu masyarakat yang menggunakan jasa ini
diwajibkan membayar biaya operasional. Dari kegiatan tersebut menunjukkan
adanya upaya dari DLH dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Meskipun demikian dalam melaksanakan tanggungjawabnya DLH
masih terkendala oleh fasilitas sarana dan prasarana seperti alat angkut yaitu
11 arm roll dan 5 truck. Jumlah itu jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai
30 kendaraan angkut sampah. Sebagian arm roll yang dimiliki sudah berusia
tua. Terakhir pengadaan kendaraan dilakukan pada tahun 2018 lalu yaitu 4
arm roll dan 1 dump truck. Oleh karena itu demi menunjang proses
pengelolaan sampah agar berjalan maksimal seharusnya pemerintah

menyediakan dan memenuhi kekurangan sarana dan prasarana tersebut.

. Teknik Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah merupakan salah satu proses dari serangkaian
pengelolaan sampah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung No. 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
Persampahan, bahwa pemilahan sampah dilakukan dengan cara memisahkan
sampah organik dan anorganik sesuai dengan sifat dan jenisnya. Meskipun hal
ini cukup mudah untuk dilakukan ternyata masih banyak masyarakat yang
tidak mau melakukan hal tersebut. Mereka lebih suka membuang sampah di

selokan dan sungai atau membakarnya.

1 pasal 1 (Ayat 2), Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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Di dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara rinci tentang teknik
pemilahan sampah. Namun sejak dahulu dalam agama Islam sudah ada
perintah untuk menjaga kelestarian lingkungan serta tidak merusaknya. Hal ini
dijelaskan dalam surah Al-A’raf ayat 56. Berdasarkan inilah manusia sebagai
mahluk yang berakal sekaligus pengemban tugas sebagai khalifah, sudah
seharusnya melakukan tindakan demi menjaga lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai Tanfidziyyah Syar’iyyah Yyaitu
pelaksana dari Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No 19
Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan, bertanggung jawab dalam
implementasi perda tersebut. Oleh karena itu melalaui program kerjanya,
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan pengelolaan sampah demi mewujudkan tujuan dibentuknya
perda tersebut. Sedangkan kewajiban masyarakat adalah untuk mentaati dan
melaksanakan peraturan yang ada.

Dalam hal ini sudah seharusnya pemerintah menjalin koordinasi yang
baik dengan masyarakat dan dunia usaha untuk bekerjasama dalam mengelola
sampah yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka DLH dapat melaksanakan
kegiatan berupa pembinaan-pembinaan dan sosialisasi-sosialisasi kepada
masyarakat, serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar peraturan yang telah
ditetapkan harus dilaksanakan dengan lebih tegas, akurat, dan efisien. Supaya
nantinya masyarakat tidak lagi melakukan pencemaran lingkungan khususnya

membuang limbah, sampah, dan tidak merusak tata hidup lingkungan sekitar.



